
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG  

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN 

ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

Menimbang : a. bahwa sesuai arahan Direktur Jenderal 

Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam 
Negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, bagi daerah yang telah 
menetapkan  APBD TA 2021 namun belum 

mengesahkan DPA maka menetapkan 
Peraturan Kepala Daerah mengenai 

pengeluaran kas mendahului penetapan 
APBD TA 2021 untuk belanja yang bersifat 

mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Pengeluaran Kas mendahului Penetapan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 

2021 di Lingkungan Pemerintah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
4033); 

 

SALINAN 



 

 

 

 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) 
sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 



 

 

 

 

(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kepualuan Bangka Belitung Nomor 57); 

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran 
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung Tahun 2020 Nomor 3 Seri A); 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN 
KAS MENDAHULUI PENETAPAN DOKUMEN 

PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN BELANJA DAERAH  TAHUN 

ANGGARAN 2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung. 

2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka 

Belitung. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintah daerah yang di 
bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

 

Pasal 2 

(1) Pengeluaran kas mendahului penetapan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD 
Tahun Anggaran 2021 diprioritaskan untuk 

belanja yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib. 

(2) Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diperuntukan untuk membiayai 
pembayaran: 

a. gaji pegawai aparatur sipil negara 
termasuk pegawai kontrak Provinsi bulan 

Januari 2021; 

b. tambahan penghasilan pegawai Provinsi 

bulan Desember 2020; dan 

 



 

 

 

 

c. belanja listrik, air, telepon, gas, bahan 

bakar minyak, perjalanan dinas dan 
keperluan kantor lainnya. 

 

Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung. 

 
 

Ditetapkan di Pangkalpinang 
pada tanggal 4 Januari 2021 

 
GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 

 
ERZALDI ROSMAN 

 
Diundangkan di Pangkalpinang 

pada tanggal 4 Januari 2021 
 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 
 

NAZIARTO 
 
BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2021       

NOMOR 1 SERI A 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 
 

dto 

 
MASKUPAL BAKRI 

Pembina Utama Muda/IV/c 
NIP. 19630306 198603 1 015 




